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ABSTRAK

Nama : Aditya Suryadharma
NIM 201810110311087
Judul : Analisis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat

Adat Kesultanan Deli ditinjau dari Aspek Kepastian (Studi
Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)
Pembimbing : Wasis Suprayitna, SH, M.Si.,M.H
Isdian Anggraeny, SH.,M.Kn

Tanah memiliki peranan sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan
manusia, keberadaan suatu tanah atau lahan tidak terlepas dari berbagai aktivitas
mulai dari kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya baik itu individu ataupun
kelompok masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam sengketa lahan masyarakat
adat sangat perlu untuk diperhatikan dikarenakan banyak sekali memicu konflik
yang berkepanjangan. Salah satunya adalah masalah nasionalisasi tanah konsesi
yang  merupakan ~ aset kepunyaan @ adat. Dalam  putusan  Nomor
371/Pdt.G/2010/PN.Mdn menyatakan bahwa tanah adat yang dianggap aset
perusahaan Belanda sudah menjaditanah negara ketika dinasionalisasi apalagi tidak
ada upaya pendaftaran tanah hingga masa konversi berakhir dihitung mulai dari
berlakunya UUPA. Sementara di Indonesia ini sangat jelas Eksistensi Masyarakat
Adat sangat dihargai dan diakui keberadaannya maka dengan adanya nasionalisasi
oleh pemerintah objek sengketa yang dimiliki oleh Masyarakat Kesultanan Deli ini
tidak dapat dikenakan nasionalisasi tanah adat tetap ada dan meskipun sudah lewat
masa konversinya tetap merupakan hak sewa yang wajib dikembalikan setelah
habis masa sewanya dan tidak menjadi tanah negara hanya karena nasionalisasi.
Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum tentang status tanah negara yang
sebelumnya tanah adat yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Saran penulis terhadap
permasalahan ini adalah Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat
memfasilitasi masyarakat adat dalam berpatisipasi pada pembangunan. Dan
mendorong agar disahkannya RUU dan perda perlindungan dan pengakuan Hak
masyarakat Hukum Adat termasuk hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Adat
Kesultanan Deli pengesahan RUU masyarakat adat ini sangat penting, sebagali
payung hukum melindungi masyarakat adat.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tanah Ulayat Adat, Hak Pengelolaan, Aspek
Kepastian Hukum

Vi



ABSTRACT

Nama : Aditya Suryadharma
Nim 201810110311087
Judul : Analysis of Customary Land Ownership Rights

Traditional Community of Deli Sultanate viewed from the Aspect of Certainty
(Study of Decision Number 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)
Pembimbing : Wasis Suprayitna, SH, M.Si.,,M.H

Isdian Anggraeny, SH.,M.Kn

Land has a very close role in relation to human life, the existence of a land
or land is inseparable from various activities ranging from economic, political,
social and cultural activities both individuals and community groups. Problems
arising in indigenous land disputes are very important to pay attention to because
they trigger many prolonged conflicts. One of them is the problem of
nationalization of concession land which is an asset of customary ownership.
Decision No. 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn states that customary land that is considered
an asset of the Dutch company has become state land when it is nationalized,
especially since there is no effort to register the land until the conversion period
ends, starting from the enactment of the UUPA. While in Indonesia it is very clear
that the existence of Indigenous Peoples is highly valued and recognized, so with
the nationalization by the government, the object of dispute owned by the Deli
Sultanate Community cannot be subject to nationalization, the customary land still
exists and even though the conversion period has passed, it is still a lease right that
must be returned after the lease expires and does not become state land just because
of nationalization. As a result, legal uncertainty arises about the status of state land
that was previously customary land nationalized by the Indonesian Government.
This research uses a normative juridical approach method. The author's suggestion
on this issue is the need to strengthen customary institutions that can facilitate
indigenous peoples in participating in development. And encourage the enactment
of bills and regional regulations for the protection and recognition of the rights of
Indigenous Peoples including the rights owned by the Indigenous Peoples of the
Sultanate of Deli the ratification of the indigenous peoples bill is very important, as
a legal umbrella to protect indigenous peoples.

Keywords: Judge's Decision, Customary Land, Management Rights, Aspects of
Legal Certainty
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